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~ pat keckeliruan,

SALINAN Surat Koputusan ini
dipampalkan kepada:

Ythe 1. Gubernur KDH, Tk, &k Jewa Timur
" Diro Kounnpgan di  Surnbayo.

2, Knwil Dopt. P dan K Propinsi Jawn "

Did. Pond. Danar (Gentengkall 33 SurkpigXoe

3, Dupati Kopela Daerah Tk. II Kab. DojoRegdxQ

DINAS FENDIDIKAN DASAR DAN KEDUDAYAAN PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No,123 SURADAYA
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SALTINADLNdari surat putusan Kepala Dina-
PondLdikan Dnear dan KobudayArm
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13/5p/D.1/!
: 350 /01/'19 I'roplusl Iaorah Tk.I Jawa Tdmu
1 dafter J

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEIUDAYAAN PROPINSL
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Surat Kopnln Knntor I') dan K Kabopnten Daoroh Tingknt II Dojonogor:
tanggal 19 April 1979 No. r.001/9.7/1979 tentang hnl usul  nomorisar!
Sokolnh Dannr Nogoxl.

1. lahwo poda dewasa ini di  Daorah Tingkat II Kabupaten Dojonegorc
tordnpat panambahon Sokolnh Danar Nopord yang herdirl aobaznd nki -
bat daripnda pendirlan Sckolah Inoar Negerl Inpres, Sckolah  Dasac
Negori Usaha Masyarakat den Sokolah Dasar Nogeri dari pemecehan, di
namping terdnpatnyo porubnhan /penghapunnn nomn Sckolnh Dnoar Noger!
¥arona perubahan/penghapunan nana Dosa dan sebagainya.

2, Dahwa berhubung dengan itu untuk neningkatken effiniensi dan afek -
tivitas peloaksanaan sccara kegeluruban tusas Dinas dibid-ng admini-
ntrani (Invontariranl, pensawasan dan pembinaan torhadep godung/lon
bago~lombngn Sckoleh Dasar Negori), maka dipandang perlu Dinas mer—
cabub dan menctapkan kembali kelcmbagaan Sekolah Dasar Negeri — de-
ngan memberikan nama dan nomor Sckolah Desar Negeri yang berada di-
Iacrah Tingkat II Kabupaton / Kotamadyn so Jawa Timur,

1, Peraturan Yemerintah No. 65 tahun 1951 ;

2. Koputusan Gubernur Kepela Daorah Propinsi Jawa Timr
tanggal 29 Desomber 1952 Nomor : D.H, 31/1619

3, Undang-Undang No. 5 tahun 1974

4. Inpres 10/73, Inprcs 6/74, Inprcs 6/75, Inpros 3/76, Inpres 3/77 -
dan Inpres 6/70 3

MEMUTUSKAN

Moneabut Surat FAnrnn Kepnla Dinas I'D dan K Propinni Dasrah Tinglnt 1
Java Timur tanggal 13 Marct 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhannarn-
nana/scbutan Sokolah Rakyat (S D) Al Jawa Timur,

Meonetapkan namo dan nomor Sokolah-Sekolah Descr Negerl yang bereda di
Deerah Tingkat II Kabupaten Dojonegoro sebagaimana tercantum delan daf
tar lampiran Surat Keputusan ini,

Koputunan ini mulat berlnloy nojak tnnpenl diintapknn.

y dengan kotentuan, bahwa scgale sosuatu okan diubah dan dibetul -
kan sebagaimmna mestinya, apabila dalam penotopas ini tornyata terda -

ditotapkan di ¢+ Sure bayn
' ?_‘“rk goaflt 1l april 1979.

.

« K Kan K » L2 0 2 .
4. Kep. Kant, PD dan K Kab, Dzorah Tk, II OIS 510040076

Tojoneporo,.
5. Kop, Kant. Dopt. P dan K Kab, Dacrah Tk II

Tojonenmoro. G

6. Pembantu Kantor PD den K Keconmaton se Kabupaten
Danrah Tk, II Dojonegoro (20).

7. Dines PD dan K Prop., Dnti I Jatim (Dar. Perawai) di Surabaya,
KUTIPAN : kopnda yang Lorsangkutan untul diketahud,
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Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional

yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan

10.

=R

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1 I

2.
3.
4

o o

10.

11}

12.

13.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan
Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri dari :

a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen

b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro

c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari

d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri dari :

a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
SD Negeri Balenrejo;

SD Negeri Bulaklo;

SD Negeri Bulu 1,

SD Negeri Bulu II;

5D Negeni Kabunan;

SD Negeri Kedungbondo II;
SD Negeri Kedungbondo III;
SD Negeri Kedungdowo II;
SD Negeri Kemamang;

SD Negeri Kenep 1I;

SD Negeri Lengkong;

SD Negeri Margomulyo I;
SD Negeri Margomulyo II;
SD Negeri Mayangkawis I;
SD Negeri Mayangkawis II;
SD Negeri Mulyoagung;

SD Negeri Mulyorejo I;

. SD Negeri Mulyorejo II;

SD Negeri Ngadiluhur [;

SD Negeri Ngadiluhur II;
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

SD Negeri Sumberagung;
SD Negeri Sumbergede;
SD Negeri Sumberoto;
SD Negeri Tlogorejo;

SD Negeri Turigede I;

SD Negeri Woro.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Malo terdiri dari :
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24.

SD Negeri Banaran;
SD Negeri Dukohlor;
SD Negeri Kacangan [;
SD Negeri Kacangan II;
SD Negeri Kedungrejo;
SD Negeri Kemiri I;
SD Negeri Ketileng I;
SD Negeri Kliteh;

SD Negeri Malo II;

SD Negeri Ngujung I;
SD Negeri Ngujung II;

. 8D Negeri Petak;
. 8D Negeri Rendeng;

SD Negeri Semlaran;
SD Negeri Sudah;

SD Negeri Sukorejo;

SD Negeri Sumberjo II;
SD Negeri Sumberjo 111;

. 8D Negeri Tambakromo 1I;
. 8D Negeri Tambakromo III;

SD Negeri Tanggir I;

. 8D Negeri Tinawun I;

SD Negeri Trembes;
SD Negeri Tulungagung.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Margomulyo terdiri dari :
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SD Negeri Geneng I;

SD Negeri Geneng II;

SD Negeri Kalangan I;

SD Negeri Kalangan I1;

SD Negeri Kalangan I1I;
SD Negeri Margomulyo I;
SD Negeri Margomulyo II;
SD Negeri Margomulyo IV;
SD Negeri Meduri [;

. SD Negeri Meduri II;
. SD Negeri Medur III;

SD Negeri Meduri IV;
SD Negeri Meduri V;



14. SD Negeri Ngelo I;
15. SD Negeri Ngelo II;
16. SD Negeri Ngelo IIT;
17. SD Negeri Sumberjo I;
18. SD Negeri Sumberjo 1I;
19. SD Negeri Sumberjo III;
20. SD Negeri Sumberjo IV.
Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ngambon terdiri dari :
SD Negeri Bondol I;
SD Negeri Bondol II;
SD Negeri Karangmangu I;
SD Negeri Karangmangu 1l;
SD Negeri Ngambon I;
SD Negeri Nglampin ;
SD Negeri Nglampin II;
SD Negeri Nglampin [I;
SD Negeri Nglampin V;
SD Negeri Sengon I;
11. SD Negeri Sengon II.
Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ngasem terdiri dari :
SD Negeri Bandungrejo [;
SD Negeri Bandungrejo II;
SD Negeri Bareng [;
SD Negeri Bareng II;
SD Negeri Butoh [;
SD Negeri Butoh II;
SD Negeri Dukohkidul;
SD Negeri Jampet I;
SD Negeri Jelu I;
. 8D Negeri Jelu II;
. SD Negeri Kolong I;
SD Negeri Kolong II;
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SD Negeri Mediyunan I;
. 8D Negeri Mediyunan II;
SD Negeri Ngadiluwih;
SD Negeri Ngantru;

SD Negeri Ngasem I;

SD Negeri Ngasem [II;

. SD Negeri Ngasem [V;
SD Negeri Sendangharjo;
. SD Negeri Setren [;

SD Negeri Setren II;

SD Negeri Setren I1I;

SD Negeri Setren IV;

SD Negeri Tengger;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22.
23.
24,
235.
26.
< g
28.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,

- 25 -

Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,
Bupati ini dengan

Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juai 2019

BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS Dﬂz KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

memerintahkan pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR
TENTANG

23 TAHUN 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

= GARIS KOMANDO

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Pj. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

L]

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
MNTD 107404072 100402 1 0072




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR
TENTANG

23 TAHUN 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA SEKOLAH
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

= GARIS KOMANDO

Salinan sesuai dengan aslinya

S NN

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

DR. Hj. ANNA MU’ AWANAH

Pj. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003




